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PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 3\ TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN

PENGGUNAAN MODA TRANSPORTASI DARAT DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG SARANA DAN PRASANA PERDESAAN DAERAH TERTINGGAL

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Penggunaan Moda
Transportasi Darat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan
Prasarana Perdesaan Daerah Tertinggal di Kabupaten Musi Rawas
maka perlu diatur petunjuk operasionalnya;

bahwa petunjuk Operasional Pelaksanaan Penggunaan Moda
Transportasi Darat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan
Prasarana Perdesaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomaor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Rl Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

4737);
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Menetapkan

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;,

9. Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan Daerah Terlinggal
Tahun Anggaran 2011.

11. Keputusan Bupati Musi Rawas MNomor 456 Tahun 2010 tentang
Penetapan Desa Tertinggal di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 22
Desa,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGGUNAAN MODA
TRANSPORTASI DARAT DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA
DAN PRASANA PERDESAAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN
MUSI RAWAS

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Moda adalah sebutan untuk alat transportasi.
Desa adalah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas.
Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Musi.

Daerah Tertinggal adalah daerah tertinggal yang ada di Kabupaten
Musi Rawas.

Sarana dan Prasarana Perdesaan yang selanjutnya disingkat SPP
adalah suatu alat pendukung bagi perdesaan, yang bertujuan bahwa
daerah/desa tertinggal untuk dapat tumbuh dan berkembang secara
lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari
daerah lain yang sudah relatif lebih maju.

10. Pengguna / pengelola adalah penerima sekaligus pengelola moda
transportasi darat.
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BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati Musi Rawas ini adalah untuk
mengatur pelaksanaan penyaluran bantuan Sarana dan Prasarana
Perdesaan Desa Tertinggal.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati Musi Rawas ini adalah sebagai
pedoman bagi pemerintah Kecamatan/Desa, BUM-Des atau Organisasi
Masyarakat Setempat (OMS) sebagai penerima dalam penggunaan
pengoperasional moda transportasi darat.

Pasal 3

(1) Sasaran pelaksanaan Moda Transportasi Darat bertujuan untuk
meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
pengembangan ekonomi lokal;

(2) Sasaran lokasi yang memperoleh Moda Taransportasi Darat adalah 22
(dua puluh dua) desa tertinggal.

(3) Desa penerima bantuan Moda transpotasi darat dilaksanakan 3 (tiga)
tahap yang berjumiah 22 (dua puluh dua) Unit untuk 22 (dua puluh dua)
Desa dalam 10 Kecamatan daerah tertinggal di Kabupaten Musi Rawas.

BAB i
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA
MODA TRANSPORTASI DARAT

Pasal 5

(1) Desa tertinggal sebagai Penerima bantuan moda transportasi darat
berkewajiban menjaga, merawat dan memperbaiki secara berkala
kendaraan tersebut.

(2) Penerima bantuan moda transportasi darat berkewajiban memberikan
laporan pertanggungjawaban terkait kendaraan tersebut secara bulanan,
triwulan dan tahunan kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.



(3) Dalam rangka optimalisasi fungsi, moda transportasi harus dikelola oleh
lembaga lokal yang beranggotakan dari berbagai lintas pelaku, dan dapat
dipercaya oleh masyarakat. dengan melibatkan orang berpengalaman
untuk menjamin keberlangsungan operasionalisasi kendaraan sehingga
dapat mencapai usia teknis dan ekonomis.

(4) Penerima bantuan moda transportasi darat berkewajiban mengikuti dan
mentaati peraturan pada koperasi "Vahana Silampari® di Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Rawas.

(5) Penerima bantuan moda transportasi darat berkewajiban untuk tidak
melakukan memindahtangankan pemakai/pengguna atau pinjam pakai
ataupun melakukan jual-beli kepada pihak lain.

(8) Penerima bantuan moda transportasi darat berkewajiban melakukan
pembayaran perpanjangan STNK dan membayar Asuransi Jasa Raharja
angkutan penumpang/barang, ataupun izin operasional kendaraan
secara terus-menerus.

Pasal 6

(1) Desa daerah tertinggal sebagai penerima berhak menerima bantuan
moda transportasi darat dari Dana Alokasi Khusus dan Dana APBD
Kabupaten Musi Rawas.

(2) Desa penerima adalah desa-desa tertinggal yang ditetapkan oleh Bupati
Musi Rawas.

(3) Desa sebagai penerima berhak menerima bantuan moda transportasi
darat berupa mobil Pick-Up beserta Accesorisnya yang siap pakai.

BAB IV
KETENTUAN TEKNIS DAN TYPE
MODA TRANSPORTASI DARAT

Pasal 7

Kabupaten yang memiliki sarana dan prasarana transporiasi transportasi
jalan berupa mobil dengan bak terbuka atau jenis pick up untuk mengangkut
barang dan orang sesuai dengan kebutuhan setempat.



Type kendaraan yang diberikan Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal melalui Dana Alckasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana
adalah Kendaraan Roda 4 (empat) berupa mobil dengan konfigurasi sumbu
1.1 atau 4 roda terdiri dari cabin (untuk mengangkut orang) dan bak muatan
(untuk mengangkut barang).

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Petunjuk operasional pelaksana penggunaan moda transportasi darat Desa
Tertinggal ini merupakan acuan bagi penerima sebagai penggunaan moda
transportasi darat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 48§ ~12- 26u

BUPATI MUSI RAWAS

-

DWAN MUKTI
Diundangkan di Lubuklinggau

Pada tanggal 3¢ 12- 2o\

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

. RAIDUSYAHRI,'SH. MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOMOR ..6%-..



